
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pemenuhan prinsip keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa
pencalonan pemilihan kepala daerah: studi putusan sengketa pencalonan
pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 = The
fulfillment of electoral justice principle in settlement of candidacy
dispute for regional head election study of decision for candidacy
dispute of regional head election from 2015 to 2017
Fadli Ramadhanil, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467743&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada

pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona

terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan

yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi

kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah

persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017.

Kemudian yang kedua apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah dalam

pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017 telah memenuhi prinsip keadilan pemilu. Pada

Pilkada 2015 terdapat 115 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Kemudian pada

Pilkada 2017 terdapat 62 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Serta terdapat

dokumentasi dan pencatatan data sengketa yang tidak lengkap dan rapih di pengawas pemilu. Selain itu,

ditemukan tiga persoalan peraturan penyelesaian sengkea pencalona, yakni tidak diaturnya Keputusan KPU

sebagai objek sengketa, KPU yang tidak boleh mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengawas

pemilu, dan tidak sinkronnya pengaturan di UU Pilkada dan Peraturan KPU terkait jadwal penyelesaian

sengketa pencalonan.Kemudian dari tiga indikator pemenuhan prinsip keadilan pemilu, ditemukan

ketidakpatuhan terhadap waktu penyelesaian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini terjadi di

Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Kabupaten Fak-Fak, Papua

Barat. Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan, yakni lembaga apa

yang berwenang menyelesaikan sengketa pencalonan ketika keputusan diskualifikasi pasangan calon

dikeluarkan oleh KPU RI. Sedangkan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa

pencalonan pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi di sengketa pencalonan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian, terkait jaminan pemulihan hak pilih warga negara setelah proses sengketa pencalonan tidak

tercapai, karena sengketa pencalonan tidak memulihkan hak pilih pasangan calon kepala daerah, kejadian ini

terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi agar

dilakukan perbaikan terhadap dokumentasi dan publikasi data sengketa pencalonan di pengawas pemilu,

serta perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Pilkada, Peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan

jadwal pilkada, Peraturan Bawaslu terkait penangaan sengketa pencalonan, dan Peraturan MA terkait

sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah.

......The elections monitoring body has recently been granted the authority to adjudicate dispute over

candidacy process in elections, and this authority, by all means, is a novelty for the elections monitoring

body. However, in practice, many problems occur due to this authority. For example, because of the
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adjudication process on electoral disputes in 2015 Local Elections, the elections commission had to

postpone local elections in five electoral areas. Election adjudication process should have created a free and

fair elections, not to postpone the elections and upset the election schedule instead. Therefore, in this

research, I would like to address two objectives firstly, how is the regulatory dispute candidacy problem in

regional head election 2015 and 2017 and, secondly, to analyze whether the adjudication processes

conducted by the elections monitoring body on those disputes have been compliant with the principle of free

and fair elections. In 2015 Local Elections, the elections monitoring body handled 115 cases of electoral

disputes. In 2017 Local Elections, the body handled 62 cases of disputes. However, it is noteworthy that the

elections monitoring body itself fail to make a proper documentations and records on the data regarding

electoral dispute cases that they have handled. Based on the adjudication process, we can see that the

electoral institutions have many times failed to comply with free and fair elections principle, for example

when the elections monitoring body did not resolve a dispute case on time or according with the proper

mechanism. Such failure happened, among others, in Aceh Tamiang, Aceh, Pematang Siantar, North

Sumatera, and Fak Fak. In addition, the adjudication process also created a legal vacuum because they did

not specify what institution has the authority to resolve the candidacy disputes when the Elections

Commission KPU has issued the decision to disqualify a certain candidate. The Elections Monitoring Body,

at that time, did not have the authority resolve such case in local elections. This legal vacuum especially

happened in Central Kalimantan. Also, the adjudication process on electoral disputes have failed to protect

the voting right of candidates because the adjudication process did not restore the right after the trial has

completed. This is especially happened in Dogiyai Regency in Papua. Therefore, in this research I conclude

that it is necessary to make a reform and improvement on the Local Elections Law, KPU Regulations on

elections stages, programs, and schedule, Bawaslu rsquo s Regulations on candidacy disputes, and Supreme

Court rsquo s Regulations on state administrative disputes in local elections.


